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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA            TAHUN 2013 NOMOR 27 SERI A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 24 TAHUN  2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014;

	
	
	

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4844);

	
	
	6.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	7.
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

	
	
	8.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

	
	
	12.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

	
	
	13.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


	
	
	14.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

	
	
	15.
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014, meliputi :

	a.
	pendapatan daerah
	:
	Rp
	1.289.493.725.000,00

	b.
	belanja  daerah
	:
	Rp
	1.448.721.187.000,00

	
	Defisit sejumlah
	:
	Rp
	( 159.227.462.000,00)


	c.
	pembiayaan daerah
	:
	Rp
	

	
	1.
	Penerimaan Pembiayaan 
	:
	Rp
	164.683.962.000,00

	
	2.
	Pengeluaran Pembiayaan
	:
	Rp
	5.456.500.000,00

	
	Jumlah Pembiayaan Neto 
	:
	Rp
	159.227.462.000,00

	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan   ( SiLPA )
	:
	Rp
	-


Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi :

	a.
	pendapatan asli daerah
	:
	Rp
	103.502.350.000,00

	b.
	dana perimbangan
	:
	Rp
	913.491.560.000,00

	c.
	lain-lain pendapatan daerah yang sah
	:
	Rp
	272.499.815.000,00


(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

	a.
	pajak daerah
	:
	Rp
	27.770.000.000,00

	b. 
	retribusi daerah
	:
	Rp
	26.090.137.000,00

	c.
	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
	:
	Rp
	6.582.563.000,00

	d.
	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
	:
	Rp
	43.059.650.000,00


 (3)
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis  pendapatan :

	a.
	dana bagi hasil pajak/bukan pajak
	:
	Rp
	26.381.101.000,00

	b.
	dana alokasi umum
	:
	Rp
	826.044.419.000,00

	c.
	dana alokasi khusus
	:
	Rp
	61.066.040.000,00


(4)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

	a.
	dana bagi hasil pajak dari provinsi
	:
	Rp
	36.252.391.000,00

	b.
	dana penyesuaian dan otonomi khusus
	:
	Rp
	186.275.270.000,00

	c.
	dana bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
	:
	Rp
	49.972.154.000,00


Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi :

	a.
	belanja tidak langsung
	:
	Rp
	915.624.064.000,00

	b.
	belanja langsung
	:
	Rp
	533.097.123.000,00


(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

	a.
	belanja pegawai
	:
	Rp
	816.135.201.000,00

	b.
	belanja hibah
	:
	Rp
	41.754.363.000,00

	c.
	belanja bantuan sosial
	:
	Rp
	15.253.500.000,00

	d.
	belanja bagi hasil kepada Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	:
	Rp
	2.072.627.000,00

	e.
	belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan partai politik
	:
	Rp
	36.908.373.000,00

	f.
	belanja tak terduga
	:
	Rp
	3.500.000.000,00


(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

	a.
	belanja pegawai
	:
	Rp
	44.755.433.750,00

	b.
	belanja barang dan jasa
	:
	Rp
	252.998.465.350,00

	c.
	belanja modal
	:
	Rp
	235.343.223.900,00


Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

	a.
	penerimaan pembiayaan
	:
	Rp
	164.683.962.000,00

	b.
	pengeluaran pembiayaan
	:
	Rp
	5.456.500.000,00


(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya
	:
	Rp
	164.683.962.000,00


(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

	a.
	penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
	:
	Rp
	5.456.500.000,00

	b.
	pembayaran pokok utang
	:
	Rp
	-

	c.
	sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan
	:
	Rp
	-


Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

	Lampiran I
	:
	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

	Lampiran II
	:
	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan eaerah dan organisasi.

	Lampiran III


	:
	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

	Lampiran IV
	:
	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, program dan kegiatan.

	Lampiran V
	:
	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah. 

	Lampiran VI
	:
	Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.

	Lampiran VII
	:
	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. 

	Lampiran VIII
	:
	Daftar pinjaman daerah.


Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara : 

a. 
menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b.  memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5) Pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk  keperluan mendesak yang kriterianya  mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b.
keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(7) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh Persetujuan Sekretaris Daerah.

(8) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ditetapkan denga Peraturan Bupati. 

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

	Ditetapkan di Banjarnegara

pada tanggal 28-12-2013
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

	

	

	

	

	

	Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 28-12-2013
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
TAHUN 2013 NOMOR 27 SERI A
	Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003


	















































